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MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,  31  Agustus  2001

Nomor
: 222/M.PAN/8/2001

Lampiran
: 1 (satu) berkas

Perihal
: Mentaati ketentuan jam kerja.

Kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong ;

2. Jaksa Agung ;

3. Sekretaris Negara ;

4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen ;

5. Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara ;

6. Para Gubernur ;

7. Para Bupati dan Walikota

di 

Tempat

SURAT EDARAN

1. Sebagaimana dimaklumi bahwa kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajiban yang harus dipatuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf k peraturan tersebut adalah “Mentaati Ketentuan Jam Kerja”.

2. Ketentuan jam kerja telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Sedangkan pedoman pelaksanaannya diatur dengan Keputusan MENPAN Nomor 08 Tahun 1996 sebagaimana terlampir.

3. Mengingat saat ini masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang kurang mengindahkan ketentuan jam kerja, dimohon perhatian Saudara untuk melaksanakan peraturan perundangan dimaksud dan mengambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus mensrus atau lebih, agar dikenakan sanksi menurut pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.



Demikian agar menjadikan maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

ttd

FEISAL TAMIN

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN SURAT MENPAN

NOMOR  222/M.PAN/8/2001

TANGGAL 31  AGUSTUS  2001

KETENTUAN JAM KERJA

1. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 Tanggal 26 Maret 1964 tentang Jam Kerja Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia, jam kerja untuk segenap Kantor Pemerintah :

a.
Hari kerja (Senin sd. Kamis )

: 
Jam 07.00 – 14.00


Hari Jumat



: 
Jam 07.00 – 11.00


Hari Sabtu



: 
Jam 07.00 – 12.30


Berdasarkan waktu yang berlaku di tempat / wilayah waktu masing-masing.

b.
Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 37 jam 30 menit.

2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tanggal 27 September 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah:

a. Hari Kerja bagi seluruh Lembaga Pemerintah tingkat Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta ditetapkan lima (5) hari Kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at :

Hari Senin sd. hari Kamis 
: Pukul 07.30 – 16.00


Hari Jumat


: Pukul 07.30 – 16.30


Waktu istirahat 


: Pukul 11.30 – 13.00

Jumlah jam kerja efektif 37 jam 30 menit.


b. Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah :

1) Unit-unit kerja pelayanan di lingkungan Instansi Pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2) Lembaga Pendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan MENPAN.

c. Ketentuan hari dan jam kerja bagi ABRI (TNI, POLRI) termasuk Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan ABRI (TNI, POLRI) ditetapkan tersendiri oleh Menteri Pertahanan setelah mendengar pertimbangan Panglima TNI.

d. Penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I (selain DKI), lembaga Pemerintah Tingkat Pusat yang berada di daerah serta Pemerintah Daerah Tingkat II dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing.

Pelaksanaan penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Teknis yang bersangkutan dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan MENPAN.

e. Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu di lingkungan masing-masing.

